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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia global sekarang ini sudah menuju era digital, dimana sebagian
besar pelayanan, penyimpanan, dan pekerjaan sudah dilaksanakan dalam
bentuk digital. Tanpa perlu menyentuh data-data fisik yang rentan akan
kerusakan, kita dapat memperoleh, mempublikasi dan membagikan informasi
secara cepat dan tepat. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, Layanan
elektronik telah mengubah pemahaman masyarakat tentang layanan
pertanahan, dan sejalan dengan visi dan misi ATR/BPN 2019-2024 untuk
bergerak menuju industri berstandar dunia. Kantor Pertanahan menyediakan
produk tata ruang dan layanan pertanahan elektronik sebagai perwujudan dari
kantor pertanahan yang modern.(Gatra, 2019).

Kementerian ATR/BPN melalui program Presiden Joko Widodo yaitu
DILAN/ digital melayani, semakin meningkatkan pelayanan dan perubahan ke
arah digital. Sofyan Djalil mengatakan, Kementerian ATR/BPN saat ini
menjalankan empat jenis layanan elektronik, yakni pengecekan sertipikat
tanah, hak tanggungan, roya, dan informasi zona nilai tanah. Sofyan Djalil
mengklaim beroperasinya keempat layanan berbasis digital ini mampu
mengurangi jumlah antrian di Kantor Pertanahan hingga 40% (Republika,
2020).

Layanan berbasis digital di Kantor Pertanahan membutuhkan sistem
informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan
dalam mengumpulkan data lapangan, mendeskripsikan hasil survei, hingga
pengelolaan data lapangan. Selain itu, SIG juga dapat dimanfaatkan dalam
perubahan data pertanahan, verifikasi dan pengendalian kualitas data
pertanahan, juga dalam visualisasi data pertanahan baik dalam 2 dimensi (2D)
maupun 3 dimensi (3D) (ATRBPN, 2020).



Sistem informasi geografis tidak hanya dimanfaatkan oleh Kantor
Pertanahan dan Kementerian/ Lembaga yang berhubungan dengan bidang
tanah atau based on parcel saja. Menurut Eddy Prahasta (2001), banyak sektor
yang telah memanfaatkan sistem informasi geografis contohnya di bidang
pariwisata, pendidikan, sumber daya alam, telekomunikasi, transportasi, serta
militer (Aisiyah & Wulansari, 2019).

Sistem informasi geografis juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi
timbulnya masalah-masalah pada pertanahan. Salah satunya adalah
keterbukaan informasi pertanahan. Kantor pertanahan sebagai instansi
pelayanan publik seharusnya sudah tidak asing lagi dengan keterbukaan
informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2008, bentuk keterbukaan informasi publik adalah pemerintah
selaku penyelenggara prosedur dan pelayanan publik berkewajiban untuk
membuka pelayanan informasi kepada publik.

Salah satu contoh permasalahan keterbukaan informasi di Kantor
Pertanahan adalah pada kegiatan pengadaan tanah. Informasi yang kurang
terbuka dan transparan membuat muncul prasangka buruk dalam masyarakat
terdampak pengadaan tanah (Sutaryono, 2018). Dalam Penelitian Dewi, dkk
(2020) juga menemukan permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan
tanah untuk kepentingan umum akibat kurang terbukanya informasi.

Jika informasi tentang adanya Kkegiatan pengadaan tanah dapat
dipublikasikan melalui media online, maka subjek pengadaan tanah/
masyarakat terdampak dapat mengetahui informasi terbaru tentang kegiatan
ini. Sehingga sistem informasi geografis pengadaan tanah dirasa perlu untuk
diterapkan pada kantor pertanahan yang sedang melaksanakan kegiatan
pengadaan tanah.

Selain sebagai wadah keterbukaan informasi, sistem informasi
pengadaan tanah juga perlu diterapkan sebagai ruang penyimpanan digital arsip
kegiatan pengadaan tanah. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk
proyek strategis nasional yang banyak, mengakibatkan jumlah arsip yang harus

disimpan oleh kantor pertanahan juga bertambah banyak. Sehingga kantor



pertanahan memerlukan penambahan ruang penyimpanan arsip dengan
keamanan dan manajemen yang baik agar arsip kegiatan pengadaan tanah tidak
rusak dan hilang. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yang masih manual
akan mengakibatkan kesulitan dalam melihat dan mengumpulkan informasi
pelaksanaan kegiatan secara cepat. Penerapan sistem informasi akan
memudahkan kantor pertanahan dalam pengelolaan arsip, pelaporan progress
pekerjaan serta mempermudah pimpinan dalam melakukan monitoring
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Pada tahun 2020, di kantor pertanahan Kota Bengkulu telah berjalan
kegiatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol lintas Sumatera
jalur Kota Bengkulu-Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Jalan tol ini akan
menghubungkan Kota Bengkulu dan Kota Lubuklinggau dengan panjang tol
95,8 km. Pengerjaan tol ini ditargetkan selesai pada tahun 2022. Pembangunan
jalan tol ini tidak hanya berada di Kota Bengkulu tetapi juga Kabupaten
Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.
Empat Kota dan Kabupaten ini merupakan jalan lintas menuju Sumatera
Selatan (Kompas, 2020).

Kantor pertanahan kota Bengkulu terlibat dalam kegiatan pengadaan
tanah mulai tahap pelaksanaan pengadaan tanah hingga tahap penyerahan hasil.
Pengadministrasian dokumen-dokumen kegiatan pengadaan tanah sebelumnya
masih menggunakan sistem manual. Hal ini dapat menjadi sebuah masalah jika
kantor pertanahan tidak melakukan administrasi dokumen secara baik.
Permasalahan ini akan berdampak pada jangka waktu penyelesaian kegiatan
pengadaan tanah yang menjadi lama. Salah satu kendala pengadaan tanah
dikarenakan tidak lengkapnya dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang
dipegang oleh pemerintah yang dijadikan dasar dalam melakukan pembebasan
tanah seperti surat keputusan, berita acara dan dokumen lainnya tidak
terkumpul pada satu tempat melainkan tersebar di beberapa kantor/instansi
yang berbeda, sehingga jika ingin melakukan pencarian data akan mengalami
kesulitan. (Simanjuntak, 2012).



Untuk menghindari permasalahan tersebut, kantor pertanahan kota
Bengkulu menggunakan sistem informasi yang telah di launching oleh
Kementerian ATR/BPN pada tahun 2016 yaitu Sistem Informasi Pengadaan
Tanah (SIPT) dalam menunjang percepatan pelaksanaan pengadaan tanah dan
penyimpanan dokumen dan arsip kegiatan pengadaan tanah secara digital.
SIPT memiliki kemampuan dan fungsi sebagai media monitoring dalam
pelaksanaan pengadaan tanah, baik oleh Kantor Kementerian ATR/BPN,
Kantor wilayah provinsi Bengkulu, maupun kantor pertanahan kota Bengkulu.
Data yang disajikan pada aplikasi SIPT saling terintegrasi dan sesuai dengan
kewenangan masing-masing kantor. Penggunaan aplikasi SIPT diharapkan
dapat menjadi solusi dalam rangka percepatan dan penyelesaian masalah
manajemen arsip dokumen pengadaan tanah.

SIPT sebagai sistem informasi akan memberikan kemudahan kepada
pegawai kantor pertanahan untuk menyimpan basis data dan mengumpulkan
data. Namun, aplikasi SIPT hanya dapat diakses oleh pegawai kantor
pertanahan saja. Hal ini dikarenakan untuk dapat mengakses informasi pada
aplikasi SIPT, pengguna wajib login menggunakan akun aplikasi atau akun
KKP web. Masyarakat sebagai subjek kegiatan pengadaan tanah memiliki hak
untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pengadaan tanah namun karena
keterbatasan akses dalam aplikasi SIPT sehingga hal ini tidak dapat terpenuhi.
Sehingga diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menyajikan informasi
kegiatan pengadaan tanah kepada masyarakat umum. Berangkat dari hal
tersebut, tim KKNP-PTLP kantor pertanahan kabupaten Kulon Progo
membangun sistem informasi pengadaan tanah (SIGPeta). SIGPeta diharapkan
dapat membantu masyarakat terdampak mengetahui informasi-informasi
terkait kegiatan pengadaan tanah.

Selain itu, yang menjadi latar belakang dalam pembangunan aplikasi
SIGPeta adalah manajemen arsip pengadaan tanah di kantor pertanahan kurang
baik dan masih manual, sehingga lama dalam melihat data informasi kegiatan
pengadaan tanah, serta pengetahuan masyarakat masih sedikit tentang kegiatan

pengadaan tanah. Aplikasi sistem informasi geografis pengadaan tanah



(SIGPeta) dirancang dalam sebuah website yang dapat diakses secara online
oleh pengguna. Perancangan aplikasi SIGPeta dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan suatu sistem informasi pengadaan tanah yang dapat diakses oleh
masyarakat dan menerapkan keterbukaan informasi pada Kantor Pertanahan.
Kemudahan akses informasi kegiatan pengadaan tanah merupakan tujuan
utama dari dari aplikasi SIGPeta.

Pada saat uji coba di kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo, aplikasi
ini mendapatkan respon yang cukup baik dari Kantor Pertanahan. Hal ini
menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan uji coba penerapan sistem
informasi geografis pengadaan tanah (SIGPeta) di kantor pertanahan Kota
Bengkulu. Selain itu, penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan
pengetahuan tentang pemanfaatan sistem informasi pengadaan tanah SIPT bagi
kantor pertanahan Kota Bengkulu, perbandingan fitur yang dimiliki oleh
aplikasi SIPT dan SIGPeta, kekurangan dan kelebihan, serta hambatan apa saja
yang dialami dalam menerapkan aplikasi SIPT dan SIGPeta. Berkaitan dengan
latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian
dengan judul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pengadaan

Tanah (SIGPeta) Di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem informasi pengadaan tanah (SIPT) di Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu?

2. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Geografis Pengadaan
Tanah (SIGPeta) di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu?

3. Bagaimana perbandingan fitur dari aplikasi SIPT dan SIGPeta serta
kelebihan dan kekurangannya untuk kegiatan pengadaan tanah di Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu?

4. Apa hambatan dalam penerapan aplikasi SIPT dan SIGPeta di Kantor

Pertanahan dan bagaimana solusinya?



C. Batasan Penelitian

1. Aplikasi SIPT merupakan aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN yang telah
diimplementasikan pada kegiatan pengadaan tanah tahun 2020. Penerapan
aplikasi SIPT dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tahapan pelaksanaan
dan penyerahan hasil pengadaan tanah yang dilaksanakan di Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu.

2. Penerapan aplikasi SIGPeta dalam penelitian ini terbatas pada uji coba di
kantor pertanahan kota Bengkulu pasca kegiatan pengadaan tanah tahun
2020.

3. Fitur, kelebihan dan kekurangan aplikasi SIPT dan SIGPeta dalam
penelitian ini dibatasi pada pengalaman pengguna di Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu terhadap masing-masing aplikasi, karena SIPT dan SIGPeta
memiliki fitur dan fungsi yang berbeda.

4. Hambatan dalam penerapan aplikasi SIPT terbatas pada penerapan aplikasi
untuk kegiatan pengadaan tanah tahun 2020. Sedangkan hambatan
penerapan aplikasi SIGPeta terbatas pada saat dilaksanakannya uji coba

aplikasi di kantor pertanahan kota Bengkulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi pengadaan tanah (SIPT)
pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

b. Untuk mengetahui uji coba penerapan aplikasi SIGPeta dalam kegiatan
pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

c. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi SIPT dan
SIGPeta dalam kegiatan pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota
Bengkulu.

d. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan aplikasi SIPT dan
SIGPeta serta solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Mengetahui peran aplikasi SIPT dalam kegiatan pengadaan tanah.



b. Mengetahui peran aplikasi SIGPeta dalam kegiatan pengadaan tanah.

C.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN khususnya dan pemangku
kebijakan pengadaan tanah umumnya agar dapat berkolaborasi
mengembangkan sebuah sistem informasi pengadaan tanah terpadu
untuk mendukung proses dan publikasi pasca pengadaan tanah bagi

kepentingan umum.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) telah diterapkan pada tahun 2020
dalam rangka kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung.
Menu tahapan pada SIPT sudah mengakomodir tahapan-tahapan pengadaan tanah
dengan lengkap mulai dari entri SK Pelaksana hingga ke tahapan penyerahan hasil.

Sistem Informasi Geografis Pengadaan Tanah (SIGPeta) dilakukan uji coba
penerapannya untuk kegiatan yang sama, dengan fungsi yang berbeda. SIGPeta
berfokus pada menyajikan data hasil kegiatan tanah atau pasca pengadaan tanah
kepada masyarakat umum. Data informasi yang ditampilkan adalah berupa peta
bidang tanah hasil kegiatan pengadaan tanah beserta informasi-informasi umum
yang boleh diakses secara umum dan bukan data yang bersifat rahasia.

Aplikasi SIPT dan SIGPeta memiliki fitur dan fungsi yang berbeda sehingga
setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu
contohnya adalah aplikasi SIPT memerlukan akun pengguna untuk mengakses
informasi pada aplikasi tersebut, sedangkan aplikasi SIGPeta bersifat free to access
dan boleh diakses secara umum. SIPT memiliki lebih banyak kelebihan
dibandingkan dengan SIGPeta karena telah mencangkup semua tahapan kegiatan
pengadaan tanah terutama pada tahapan pelaksanaan di kantor pertanahan.

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pengguna dalam penerapan
aplikasi SIPT dan SIGPeta. Salah satu hambatan yang dirasakan pada SIPT adalah
terdapat fitur unduh data yang gagal karena file corrupt pada saat akan melakukan
unduh data SK tim pengadaan tanah maupun SK Satgas. Solusi yang dilakukan oleh
kantor pertanahan untuk mengatasinya adalah dengan mencari arsip file pada server
penyimpanan lokal kantor pertanahan. Hambatan pada uji coba SIGPeta adalah data
informasi yang disajikan oleh SIGPeta hanya terbatas pada informasi kegiatan
pengadaan tanah yang telah dilaksanakan/ pasca pengadaan tanah.
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B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penerapan aplikasi SIPT dan SIGPeta
di Kantor Pertanahan ini adalah sosialisasi terkait suatu aplikasi sebaiknya
diberikan kepada semua pegawai Kantor Pertanahan, bukan hanya kepada salah
satu admin Kantor Pertanahan. Pelatihan secara bertahap juga perlu dilakukan
kepada pegawai Kantor Pertanahan agar tidak ketinggalan informasi jika terdapat
penambahan fitur-fitur terbaru dalam aplikasi.

Aplikasi SIPT dan SIGPeta dapat dikolaborasikan untuk pelaksanaan kegiatan
pengadaan tanah. Aplikasi SIPT sebagai aplikasi internal yang hanya dapat diakses
oleh pegawai Kantor Pertanahandan sebagai penyimpana database pengadaan tanah
dan aplikasi SIGPeta sebagai aplikasi yang akan menampilkan informasi kegiatan
pengadaan tanah tersebut kepada masyarakat umum. Sehingga kedua aplikasi ini
nantinya dapat bersinergi dan sama-sama bermanfaat bagi masing-masing target
aplikasi. Beberapa update dan perbaikan juga perlu dilakukan oleh Pusdatin dan
pengembang aplikasi SIGPeta agar kedua aplikasi ini dapat digunakan secara
optimal oleh pengguna aplikasi. Terutama pada aplikasi SIGPeta untuk dapat
menambahkan informasi umum tentang pengadaan tanah, seperti tahapan-tahapan
kegiatan, haka dan kewajiban masyarakat terdampak, dan informasi lainnya pada

tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil.
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